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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka

dapat disimpulkan bahwa Pasal 188 KUHP Nasional berpotensi menimbulkan

ancaman terhadap kebebasan berpendapat khususnya yang terkait dengan

Komunisme Marxisme-Leninisme. Hasil penelitian menunjukan Pasal 188 KUHP

Nasional bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang diatur dalam

beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945 dan UU Ratifikasi

ICCPR yang mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur terkait

jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, marak

terjadi peristiwa yang bersifat represif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

Komunisme Marxisme-Leninisme. Dikhawatirkan dengan diimplementasikannya

Pasal 188 KUHP Nasional, peristiwa represif tersebut akan menjadi kriminalisasi

berlebihan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa Pasal 188 KUHP Nasional

memiliki agenda politik tersembunyi untuk melindungi impunitas bagi pelaku utama

tragedi di masa lalu khususnya yang terkait dengan Komunisme Marxisme-

Leninisme seperti tragedi pembantaian pasca G30S dan lain sebagainya. Maka

demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 188 KUHP Nasional dengan sengaja

didesain sedemikian rupa untuk melindungi impunitas segelintir orang agar dapat

terhindar dari tanggung jawabnya atas tragedi kemanusiaan di masa lalu dengan

merepresi kebebasan berpendapat masyarakat umum.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan beberapa saran

agar ketika Pasal 188 KUHP Nasional telah berlaku tidak melanggar prinsip

kebebasan berpendapat, yakni:

1. Menyatakan Pasal 188 KUHP Nasional tidak sesuai dengan konstitusi

(inkonstitusional) dengan mengajukan judicial review ke hadapan Mahkamah

Konstitusi. Pasal 188 KUHP Nasional telah terbukti melanggar kebebasan

berpendapat yang mana hak atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi

UUD NRI 1945.

2. Membuat aturan yang berisi pedoman dalam mengimplementasikan Pasal 188

KUHP Nasional bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.

Melalui aturan tersebut Pasal 188 KUHP Nasional tetap ada namun secara

implementatif dapat dinonaktifkan.

3. Membangun kesadaran untuk terus bersama mengawasi jalannya

pengimplementasian Pasal 188 KUHP Nasional dengan melibatkan masyarakat

sipil sebagai aktor utama dan didukung oleh lembaga-lembaga independen

terkait. Hal tersebut penting mengingat masyarakat sipil merupakan pihak yang

paling dirugikan bila pasal ini kemudian diberlakukan secara sewenang-wenang.
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